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“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang
berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326)

“You must push yourself until your nose starts bleeding”

(Hayao Miyazaki)
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A. Umum

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan

Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan

nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau

sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul

buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan

transliterasi. Berikut ini table pedoman literasi sebagai dalam penulisan karya

ilmiah.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin adalah

sebagai berikut:

Arab Indonesia Arab Indonesia
a b t
- B 5 z
< £ ¢
& Ts ¢ Gh
d < F
d h d Q
d Kh d K
2 D J L
3 Dh ’ M
J O N
J 3 w
o 0 H
U Sy s Y
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G-

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (s)
terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda koma di atas (°),
berbalik dengan koma (*) untuk pengganti lambang ¢ .

. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa

Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
) Kasrah I I
j Dlommah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
3 Fathah dan wau Au A dan U
) Fathah dan ya Ai Adan |
Contoh:
& kaifa

Jd®»  :haula
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D. Maddah
Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

translterasinya berupa huruf tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
Vet Fathah dan alif a a dan garis di
atau ya atas
« Kasrah dan ya 1 i dan garis di
atas
55 Dammah dan il u dan garis di
wau atas
Contoh:
<l mata
A0 L rama
J : qila

Csa D yamiitu

E. Ta’ Marbathah (5)
Transliterasi untuk ta marbatah ada dua, yaitu: ta marbtatah yang hidup
atau mendapay harakat fathah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah [t].
sedangkan ta marbitah yang mati atau mendapatkan harakat sukun,
transliterasinya adalah [h]. apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

mengunakan [t] yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambagkan dengan huruf (¥
alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang diliterasikan
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf

gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
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mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

Ohadd : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

433 al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

488 : gl-falsafah

S al bilddu

. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal
kata, maka hamzah tidak dilambankan, karena dalam penulisan Arab berupa
alif. Contoh:

s I syai’un

o) ran-nau’un

cal o umirtu

09U sq khudzuna

. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi i/ (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf araba tau harakat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk
menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan

Xiv



kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital
tidak dipergunakan.
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK

Dini Khairuna Norasari, 19220007, 2023. Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Atas Pembelian Unofficial Merchandise Yang Dijual Oleh
K-Pop Online Shop Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Skripsi. Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mahbub Ainur
Rofig, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Hukum Islam, Unoficial Merchandise.

Penggunaan internet juga bisa mencakupi ruang lingkup global, sehingga
dapat memperluas proses globalisasi dengan sangat cepat dan pesat. Salah satu
fenomena globalisasi di Indonesia dalam bentuk interaksi budaya adalah
masuknya berbagai kebudayaan Korea Selatan di Indonesia. Dengan adanya
internet membantu perkembangan musik K-Pop menjangkau audience yang
lebih luas. Penggemar K-Pop menggunakan beberapa media online untuk berbagi
dan memperoleh berita mengenai K-Pop. Pembelian merchandise merupakan
aktifitas yang banyak dilakukan oleh penggemar K-Pop. Terdapat merchandise
yang dijual secara online yang ternyata marchandise itu adalah barang palsu.
Ketika proses jual beli berlangsung, pihak penjual tidak memberikan keterangan
bahwa barang tersebut palsu, justru malah memberikan keterangan kepada
pembeli bahwasannya barang tersebut asli seperti yang pembeli inginkan.

Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan konsumen terhadap
pembelian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian pada awal transaksi jual
beli. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (library research).
Mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsteptual.
Dengan mengacu pada sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan kajian
penelitian.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian
antara Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen dengan mekanisme transaksi jual beli unofficial merchandise dengan
K-Pop online shop tersebut. Dimana para pembeli atau konsumen tidak
mendapatkan hak atas kenyamanan dalam bertransaksi dan hak atas mendapatkan
informasi yang jelas terkait barang yang bersangkutan, sehingga pihak pembeli
merasa dirugikan. Praktik jual beli merchandise di K-Pop online shop ini tidak
sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan terdapat beberapa prinsip
dalam bermuamalah menurut hukum Islam yang tidak terpenuhi dalam transaksi
tersebut. Tidak terpenuhinya prinsip keadilan antara kedua belah pihak.

ABSTRACT
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Dini Khairuna Norasari, 19220007, 2023. Legal Protection for Consumers for
Purchases of Unofficial Merchandise Sold by K-Pop Online Shop
Perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer
Protection and Islamic Law. Thesis, Department of Sharia Economic
Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik
Ibrahim. Supervisor: Mahbub Ainur Rofig, S.HI., M.H.

Keywords: Consumer Protection, Islamic Law, Unofficial Merchandise.

The use of the internet can also cover a global scope, so that it can expand
the globalization process very quickly and rapidly. One of the phenomena of
globalization in Indonesia in the form of cultural interaction is the influx of
various South Korean cultures in Indonesia. The existence of the internet has
helped the development of K-Pop music to reach a wider audience. K-Pop fans
use several online media to share and obtain news about K-Pop. Purchasing
merchandise is an activity that many K-Pop fans do. There is merchandise being
sold online which turns out to be fake. When the buying and selling process takes
place, the seller does not provide information that the goods are fake, but instead
provides information to the buyer that the goods are genuine as the buyer wants.

This research discusses how consumers are protected against purchasing
goods that do not comply with the agreement at the beginning of the buying and
selling transaction. This research uses normative juridical research (library
research). Using a statutory approach and a conceptual approach. By referring to
primary and secondary sources related to the research study.

The results of this research can be concluded that there is a discrepancy
between Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection
and the transaction mechanism for buying and selling unofficial merchandise
with the K-Pop online shop. Where buyers or consumers do not have the right to
comfort in transactions and the right to obtain clear information regarding the
goods in question, so that the buyers feel disadvantaged. The practice of buying
and selling merchandise at K-Pop online shops is not fully in accordance with
Islamic law. Because there are several principles in muamalah according to
Islamic law that are not fulfilled in this transaction. Failure to fulfill the principles
of justice between both parties.

XXi



4o

) g o120 Obles on (pSAgineld AU R YL TY ATT Y gl by g
Ll ol 1999 ald A @3y 0pll b e (il o K-POp s a3 wiliadd
e W ol a2 8IS 20 (galail] 91 e ¢ el ol Sl g 2y g

el () pes et 1Bl ml BaSH UL )

A pb el eyl dmpill gl e il N

3 Akl plb ] 3 a0 Alsall Bes g 4S8t (Ul Bl Ul o)l szl aiy 0 S5
285 3 ) sy sl nipi) ) i) 2t 2S00 U 55 pp B Lol K5 3 L]
I GEL ) e gl pn el S0 smne psies sl e U sl 05 s
25 Gr b gl s 0pSl 2 o il @ s Bles il ot a0 U Leds Jsadly
Olaghan oy b ciygio 2oLzl 0L s Slaglan L1 2 ¥ sl 2Mly ol oo o3 Laie e ST 015y i)
(il WS bl aslad ob gl

sty Alales 2y 8 Bl Y1 e il Y G b el s oSzl Bl 148 Co) W il
A gl ot madly 3l gl sl (S Condl) lall sl Codl Eondl s ptsein
o) il 2l &y 2oV 3Ll

aly sl als oley 1298 Bd A ) 05U o € B0 G adls Sl O ol M s plozzal S5
& oSlndl o il 34 Y S i) e KoPOp o o) 38 ol gy o) iled
et 0D el s ot ) Ll s Lod Bodly Slishas s Jsad 3 54 bl
bl 8 Lol s s 0Y 2ol i 2 e U il ¥ gl e K-Pop e 3 wiliadl ol 54
bl ) (sl 34 pae L abalall ods (3 g Y ALY )l

XXii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin modern ini juga memberikan
perkembangan informasi maupun teknologi yang semakin canggih. Internet
merupakan bukti teknologi berkembang pesat karena keberadaannya membuat
arus informasi berdatangan secara terus-menerus tanpa memirkirkan ruang dan
waktu. Internet disebut media massa karena dapat memberikan dampak positif
maupun negatif bagi penggunanya, karena itu adanya media sosial sehingga
membuat manusia tidak akan kesusahan untuk mencari kabar dan informasi.
Internet dapat dengan mudah diakses oleh semua orang dengan menggunakan
alat atau media elektronik yang mereka punya seperti smartphone, laptop dan
lain sebagainya.

Perkembangan teknologi membuat fasilitas internet saat ini yaitu kaum
millenial akan lebih mudah mengakses sebuah informasi yang sesuai dengan
kebutuhannya. Informasi yang didapatkannya akan lebih luas dengan membaca
beberapa referensi yang dapat disaring untuk menambah wawasan. Dapat
menambah begitu luas jaringan melalui forum, media sosial seperti ilmu
pengetahuan, wawasan sosial, keagamaan serta perkembangan teknologi
terbaru. Walaupun saat ini masih merupakan industri baru dalam fase
pertumbuhan, yang masih terus berubah serta penuh ketidakpastian, telah
memperkokoh keyakinan akan pentingnya peranan teknologi dalam percapaian
tujuan finansial perusahaan/pembisnis melalui modifikasi dan efesiensi proses
bisnis yaitu dengan memanfaatkan penggunaan media sosial yang sangat
berkembang pesat di kalangan masyarakat.

Hampir semua aspek kehidupan dipengaruhi oleh internet, pemanfaatan
internet pada zaman sekarang bukan hanya untuk sekedar berkomunikasi
namun sudah lebih jauh seperti berbisnis, melakukan pembelian barang,

mendapatkan hiburan, media pemesanan transportasi dan komunikasi



pemasaran. Kenyataannya sekarang ini dengan adanya jasa internet menambah
jaringan komunikasi, tidak hanya menghubungkan komunikasi jarak jauh
melainkan Kini ranahnya lebih luas lagi seperti yang digunakan oleh pelaku
usaha untuk berbisnis, digunakan oleh banyak orang untuk lebih memanfaatkan
skil/lkemampuannya, serta menjadi wadah untuk memproleh informasi lebih
seperti hiburan, pemesanan makanan, transportasi dan lainnya.

Penggunaan internet juga bisa mencakupi ruang lingkup global,
sehingga dapat memperluas proses globalisasi dengan sangat cepat dan pesat.
Globalisasi merupakan sebuah fenomena dimana terjadi keterkaitan dan
ketergantungan antarnegara dan manusia di seluruh dunia melalui berbagai
bentuk, diantaranya seperti perdagangan, investasi, perjalanan, budaya popular,
dan juga dalam bentuk-bentuk interaksi lain yang menyebabkan hilangnya atau
menyempitnya batas-batas antarnegara.! Salah satu fenomena globalisasi di
Indonesia dalam bentuk interaksi budaya adalah masuknya berbagai
kebudayaan Korea Selatan di Indonesia. Budaya Korea Selatan yang masuk ke
Indonesia sangatlah beragam, mulai dari musik, makanan, serial drama, film,
dan yang lain sebagainya. Bukan hanya memasuki negara Indonesia, tetapi
budaya Korea ini juga meluas hingga tingkat dunia global. Budaya Korea pada
tingkat dunia biasa disebut dengan Korean wave yang kemudian juga masuk
pada isu Internasional serta globalisasi di tingkat dunia. Isu Korean wave ini
telah masuk ke Indonesia pada tahun 2004 dan hingga kini antusiasmenya masih
sangat besar, terutama pada kawula muda maupun remaja. Hal ini menyebabkan
budaya Korea dengan mudah diterima dan berkembang ditengah masyarakat
Indonesia.

Budaya Korea memiliki pengaruh kuat terhadap berbagai aspek
kehidupan sehari-hari. Mulai dari selera musik, tampilan style atau fashion,
makanan, dan yang lain sebagainya. Musik dari budaya Korea yang paling
banyak dikenal adalah musik bergenre pop, yang biasa disebut dengan Korean
Pop atau disingkat dengan istilah K-Pop. K-Pop sendiri identik dengan adanya

1 Musa, M. 1. (2015). Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. Jurnal
Pesona Dasar, 3, h. 3.



girlband group dan boyband group yang merupakan sekumpulan perempuan
atau laki-laki yang berada dibawah suatu naungan manajemen atau agensi.
Beberapa contoh girlband dan boyband Korea Selatan diantaranya yaitu, Super
Junior, Blackpink, EXO, BTS, TWICE, Seventeen, ITZY, NCT, TXT,
ENHYPEN, Twice, Le Sserafim, New Jeans, IVE, PLAVE dan masih banyak
group yang lainnya.

Dengan adanya internet dan tersedianya jejaring social, membantu
perkembangan musik K-Pop menjangkau audience yang lebih luas hingga ke
berbagai belahan dunia. Kecanggihan teknologi komunikasi sekarang ini
mempengaruhi perkembangan budaya popular yang mana tidak dapat
dipisahkan dari peran internet sebagai penyedia segala informasi. Penggemar
K-Pop menggunakan beberapa media online seperti Youtube, Twitter,
Instagram dan media lain untuk mendengarkan musik, berbagi dan memperoleh
berita mengenai K-Pop, bahkan dapat berinteraksi dengan sesama penggemar
K-Pop lain dari berbagai negara dan juga mengikuti informasi tentang idola
favorit mereka, bahkan para penggemar dapat melakukan pembelian
merchandise yang bekaitan dengan idola mereka.

Pembelian merchandise merupakan aktifitas yang banyak dilakukan
oleh penggemar K-Pop. Merchandise untuk penggemar K-Pop merupakan
produk yang menarik dan lucu, terdapat icon atau gambar yang menunjukkan
barang itu identik dengan idola yang disukai, bahkan ada beberapa barang yang
jumlahnya terbatas atau limited edition. Dan didesain agar dapat membuat
penggemar K-Pop mengekspresikan dirinya sebagai seorang penggemar dari
group atau idola favoritnya. Merchandise terdiri dari dua jenis, yaitu yang
pertama Unofficial Merchandise, merchandise ini terdiri dari jaket, t-shirt,
phonecase, stiker dan yang lainnya. Dimana Unofficial Merchandise ini dijual
dengan harga yang terjangkau. Dan yang kedua yaitu Official Merchandise,
merchandise ini diproduksi dan dirilis langsung oleh prusahaan atau agensi
tempat group tersebut bernaung. Dan harga yang ditawarkan relatif mahal dan
hanya dapat dibeli di Korea atau website official dari perusahaan dan juga

beberapa online shop yang menjual official merchandise tersebut. Macam-



macam produk yang dijual diantaranya adalah CD/DVD, album, kalender,
photobook, postcard, official lightstick, dan barang-barang lainnya.

Biasanya barang-barang tersebut hanya dijual dalam edisi dan jumlah
yang terbatas. Meskipun harga yang ditawarkan relatif mahal, namun
penggemar K-Pop akan tetap membelinya untuk mendukung group atau idola
favorit mereka. Karena besarnya antusias penggemar K-Pop dalam membeli
merchandise, tidak sedikit K-Pop online shop yang membuat barang tiruan dari
official merchandise dan diperjual belikan kepada kalangan penggemar K-Pop
tanpa memberitahu bahwa barang tersebut tidak original.

Dalam transaksi jual beli pihak penjual wajib memberikan informasi
yang jelas terkait tentang barang yang akan diperjual belikan. Tetapi, terdapat
satu kasus yang saat ini sedang marak terjadi di kalangan fans atau penggemar
group band korea atau yang sering disebut dengan singkatan K-Pop. Dimana
terdapat merchandise yang dijual secara online yang ternyata marchandise itu
adalah barang palsu. Ketika proses jual beli berlangsung, pihak penjual tidak
memberikan keterangan bahwa barang tersebut palsu, justru malah memberikan
keterangan kepada pembeli bahwasannya barang tersebut asli seperti yang
pembeli inginkan.

Seperti yang dialami oleh pengguna twitter yang membagikan
pengalamannya karena mendapatkan barang palsu, padahal awalnya penjual
memberi tahukan bahwa barang tersebut merupakan produk asli. Pengemar
dengan nama pengguna Vin/127woo__? mengungkapkan bahwa terdapat toko
online yang menjual lightstick dengan harga yang murah, penjual tersebut
mengatakan bahwasannya sedang diadakan diskon besar-besaran pada toko
tersebut sehingga menjual beberapa barang dengan harga yang murah.
Penggemar tersebut membeli lightstick dari toko tersebut, karena merasa ada
yang kejanggalan maka penggemar tersebut membeli barang yang sama dari
toko yang berbeda dengan harga yang relatif mahal. Ketika barang tersebut

sampai, penggemar sebagai konsumen melakukan perbandingan terhadap

2Vin, https://twitter.com/127woo__/status/1131453092002537472 diakses tanggal 14 September
2023.
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barang yang dibeli pada toko pertama dan toko kedua, ternyata lightstick dari
toko pertama merupakan barang yang palsu dan tidak seperti yang dijanjikan
oleh penjual sebelumnya. Toko pertama yang mengatakan terdapat diskon
besar-besaran menjual barang yang palsu, tetapi penjual mengungkapkan
bahwa barang yang dijual merupakan barang yang asli. Bahkan juga terdapat
toko online yang menjual barang palsu tersebut sesuai dengan harga dari barang
aslinya dan penjual menyebutkan bahwa barang yang dijual tersebut asli.
Pembeli atau konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi
ataupun ganti rugi dari kerugian yang telah diperolehnya dalam sebuah
transaksi jual beli yang telah dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam
gambar maupun kualitas, dan juga keaslian barang yang diperoleh oleh
konsumen, konsumen tersebut berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap
produsen atau online shop tempat mereka memperoleh dan membeli barang

tersebut.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, pokok permasalahan
dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual
beli unofficial merchandise yang dijual oleh K-Pop online shop?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktik jual beli unofficial

merchandise yang dijual oleh K-Pop online shop?

C. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yg hendak dicapai
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi
jual beli unofficial merchandise yang dijual oleh K-Pop online shop.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam praktik jual beli unofficial

merchandise yang dijual oleh K-Pop online shop.



D. Manfaat penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan memenuhi beberapa hal
yakni:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau
menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pembelian Unofficial
Merchandise yang dijual oleh K-Pop Online Shop Prespektif Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan
Hukum Islam.

2. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada
para praktisi, dan juga kepada para pembaca, tentang Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen atas Pembelian Unofficial Merchandise yang dijual
oleh K-Pop Online Shop Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Sehingga nantinya
diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu
rujukan terkait pembahasan yang bersangkutan, baik sebagai literatur

maupun pembanding.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini akan dijelaskan mengenai jenis
penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan

data dan teknik analisis data sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah
penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan suatu proses
untuk menemukan atauran hukum, prinsip-prinsp hukum, maupun
doktri-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang sedang
dihadapi. Penelitian hukum yuridis yaitu penelitian yang dilakukan

dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau



data sekunder yang lebih dikenal dengan bahan acuan atau bahan
rujukan bidang hukum.3

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang
berdasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dan putusan-pengadilan serta norma-norma
hukum yang ada dalam masyarakat.* Alasan penulis menggunakan
penelitian yuridis normatif karena penelitian ini berfokus dalam
pembahasan perlindungan terhadap konsumen baik berdasarkan
perundang-undangan maupun berdasarkan hukum Islam. Dan juga
penelitian pustaka atau library research yang merupakan suatu bentuk
penelitian yang datanya diperoleh dari kepustakaan.®

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian
masalah melalui tahapan yang telah ditentukan sehingga tercapainya
tujuan dari penelitian tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan
dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan
atau statute approach. Pendekatan perundang-undangan dilakukan
dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan
dengan isu hukum yang menjadi tema pembahasan dari penelitian
tersebut.® Pada penulisan ini penulis menelaah peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

3. Jenis Data

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk
memecahkan suatu permasalahan hukum yang dihadapi. Menurut
Soerjono Soekanto, sumber bahan hukum dalam penelitian hukum

yuridis normatif dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu:

% Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Radja Grafindo, 2008), h. 34.

4 Zainudin Ali, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 53.

> Soerjuno Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2001), h. 13.

6 Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) h.
6.



a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan seluruh kaidah
hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh
pemerintah. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
mempunyai otoritas atau bersifat autoritatif. Bahan hukum
primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) karena berkaitan dengan permasalahan hukum
terhadap perlindungan konsumen atas pembelian unofficial
merchandise yang dijual oleh K-Pop online shop.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukm sekunder merupakan semua publikasi
tentang hukum sebagai pendukung dari bahan primer. Bahan
hukum sekunder yang digunakan penulis pada penelitian ini
adalah:

1) Buku-buku teks atau tulisan yang membicarakan atau
membahas beberapa permasalahan hukum seperti
skripsi, tesis, dan disertasi hukum yang berkaitan
dengan perlindungan konsumen.

2) Studi pustaka, literatur, dan jurnal-jurnal hukum yang
berkaitan dengan perlindungan konsumen.

3) Dokumen-dokumen penting lainnya dari media cetak
maupun bahan hukum yang diperoleh dari internet
yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang
memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait

dengan bahan hukum primer dan sekunder.” Bahan hukum

" Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
h. 116.



tersier adalah bahan hukum yang memberikan kemudahan
atas pemahaman dari bahan-bahan hukum lainnya. Bahan
hukum tersier yang digunakan sebagai pelengkap penelitian
ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel,
dan jurnal hukum.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Perbedaan dalam pengumpulan data antara penelitian empiris dan
penelitian normatif adalah apa yang ditemukan sebagai masalah hukum
atau masalah dalam struktur dan bahan hukum positif yang diperoleh
dari kegiatan dalam mempelajari hukum terkait. Pengumpulan bahan
hukum pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau library
research, yaitu salah satu hal yang dilakukan pada penelitian dengan
mempelajari beberapa literatur tertulis baik yang bersumber dari buku,
jurnal, makalah, artikel, dan juga dari sumber tertulis lainnya yang
mengandung tentang informasi yang berkaikan dengan masalah atau
topik yang sedang dibahas. Cara memperoleh jurnal online, website-
website, dan berita-berita yang diterbitkan oleh media online yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti didapat dengan mengakses
internet.
5. Metode Analisis Data
Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data merupakan
suatu kegiatan untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan
hukum tertulis. Sistemasi tersebut merupakan Klasifikasi terhadap
bahan-bahan hukum tertulis yang telah diperoleh untuk memudahkan
pekerjaan analisis dan konstruksi yang diinginkan oleh penulis. ®
Metode pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Deskriptif kualitatif merupakan tipe pendekatan yang memberikan
gambaran, penjelasan, dan pemahaman mengenai tanggung jawab

hukum pelaku usaha. Proses pengolahan data pertama dilakukan

8 Soerjuno Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum, h. 29.
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dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier, kemudian mengolah data dari ketiga bahan hukum tersebut,
kemudian melakukan analisis dan mengkalsifikasi data yang telah
sesuai dengan masalah atau tema yang dibahas agar dapat menjelaskan

permasalahan dalam penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu
Dalam penulisan ini, penulis mencoba menelaah berbagai buku dan juga
karya tulis lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam
transaksi jual beli online. Adapun beberapa karya tulis yang berkaitan dengan
judul ini antara lain, yaitu:

1. Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha atas
adanya Ketidaksesuaian Objek dalam Transaksi E-Commerce
Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Tiara
Rizka Ananda, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. Penelitian ini merupakan
penelitian yuridis normatif dan penelitian kepustakaan. Pengumpulan
data yang digunakan penulis adalah dengan serangkaian cara dan proses
yang sistematis dalam pengumpulan, pencarian, dan presentasi fakta.
Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penulis diatas adalah
kesamaan dalam menggunakan penelitian yuridis normatif dan untuk
Teknik mengumpulan data sama-sama menggunakan Teknik studi
kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha yang tidak
ada itikad baik atas kerugian yang dialami konsumen, tidak sejalan
dengan ketentuan perundangundangan pada Pasal 4 huruf ¢ dan Pasal 9
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta hukum Islam
yang mengharuskan setiap manusia harus memiliki itikad baik agar
terhindar dari hal-hal yang merugikan.

2. Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Akibat Penipuan

Penjual Tiket Online (Study Kasus Regulasi tentang Transaksi Online)”
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yang ditulis oleh Fajriatul Izmi, mahasiswa Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode yang
digunakan penulis adalah melakukan penelusuran terhadap norma-
norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan
perlindungan konsumen yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan pada
penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang menelaah
perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum
yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah sanksi hukum terhadap
para penjual tiket online dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai
tindak pidana penipuan atau pasal 28 ayat (1) UUITE tentang
penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan merugikan
konsumen.

. Penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual
Beli Online di PT. Shopee Internasional Indonesia” yang ditulis oleh
Nurlaeni Faizal, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. Metode penelitian yang
digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif empiris. Proses
pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan metode
wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini
adalah perlindungan hukum yang diberikan shopee sebagai
marketplace berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen yang
mengalami kerugian yang disebabkan oleh penjual, baik karena
wanprestasi, perbuatan melawan hukum, penipuan pembobolan atau
jenis perbuatan lainnya yang disebabkan oleh pelaku usaha, beban
pertanggung jawabannya dibebankan kepada pelaku usaha atau pihak
lain yang menyebabkan kerugian tersebut. Adapun bentuk
perlindungan yang diberikan shopee hanyalah sebatas pengawasan dan
sebagai regulator yang mengatur proses transaksi tersebut berjalan
dengan baik dan menjaga keselamatan data pribadi para pihak yang ada

dibawah kendali shopee.
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4. Penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli
Online (Shopee) Hijab Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun
1999” yang ditulis oleh Dio Rahmanullah, Mahasiswa I[lmu Hukum
Universitas Islam Riau, 2022. Metode penelitian yang digunakan
penulis adalah penelitian hukum empiris. Proses pengumpulan data
yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode
wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah
perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi terhadap jual
beli online, khususnya dalam hal pengaturan tentang perlindungan
hukum terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam e-commerce
masih harus dibenahi lagi. Peraturan yang digunakan untuk mengatur
mengenai transaksi e-commerce adalah Undang-Undang No 11 Tahun
2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tapi dalam undang-
undang tersebut tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur
tentang oerlindungan konsumen terhadap transaksi e-commerce.
Tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan wanprestasi jual beli
online terhadap kunsumen yang menjadi korban dapat berupa dua
bentuk, yaitu berupa pengembalian uang dan penggantian barang
dengan yang baru.

5. Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Pengguna Ojek Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen” yang ditulis oleh Rudi Natra
Widodo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017.
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis
normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak
menyebutkan bahwa sepeda motor termasuk kendaraan bermotor
umum, tetapi dalam Undang-Undang tersebut juga tidak terdapat
larangan mengenai penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan
bermotor umum. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam

mengunakan jasa ojek online timbul dari adanya hak dan kewajiban dari
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kedua belah pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999. Konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan berupa
tanggung jawab atas informasi, tanggung jawab hukum atas jasa yang
diberikan, dan tanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan. Dan
upaya
Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

penyelesaian  sengketa  berdasarkan  Undang-Undang
Konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengaduan

dan penyelesaian konsumen diluar pengadilan.

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

No | Penulis Judul Skripsi Persamaan Perbedaan
1. | Tiara Rizka “Tanggung Jawab | Persamaan Penelitian ini
Ananda, Hukum Pelaku penelitian ini membahas
Universitas Usaha atas adanya | adalah tetang tanggung
Islam Negeri Ketidaksesuaian kesamaan jawab hukum
Maulana Malik | Objek dalam dalam terhadap pelaku
Ibrahim Transaksi E- menggunakan | usaha.
Malang, tahun | Commerce penelitian
2022 Prespektif yuridis
Undang-Undang normatif dan
Nomor 8 Tahun untuk Teknik
1999 Tentang mengumpulan
Perlindungan data sama-sama
Konsumen dan menggunakan
Hukum Islam” Teknik studi
kepustakaan.
2. | Fajriatul 1zmi, | “Perlindungan Penelitian ini Objek yang
Universitas Hukum Akibat sama-sama diteliti
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Islam Negeri Penipuan Penjual membahas merupakan
Maulana Malik | Tiket Online tentang penjualan tiket
Ibrahim (Study Kasus perlindungan online.
Malang, tahun | Regulasi tentang konsumen dan
2018. Transaksi Online)” | menggunakan
penelitian
yuridis
normatif.
Nurlaeni “Perlindungan Penelitian ini Metode
Faizal, Konsumen dalam | sama-sama penelitian yang
Universitas Transaksi Jual Beli | membahas digunakan
Islam Negeri Online di PT. tentang penulis adalah
Walisongo Shopee perlindungan penelitian
Semarang, Internasional konsumen. hukum normatif
tahun 2019. Indonesia” empiris dan
menggunakan
metode
wawancara,
dokumentasi,
dan observasi.
Dio Perlindungan Penelitian ini Metode
Rahmanullah, | Konsumen sama-sama penelitian yang
Universitas Terhadap Jual Beli | membehas digunakan
Islam Riau, Online (Shopee) tentang penulis adalah
tahun 2022. Hijab Berdasarkan | perlindungan penelitian
Undang-Undang kosnumen. empiris dan

No. 8 Tahun 1999

pengumpulan
data
menggunakan

metode
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wawancara dan

dokumentasi.

Rudi Natra Perlindungan Penelitian ini Objek penelitian
Widodo, Hukum Terhadap | sama-sama yang pada
Universitas Konsumen membahas penelitian ini
Jember, tahun | Pengguna Ojek tentang adalah Ojek
2017. Online perlindungan Online.

Berdasarkan konsumen dan

Undang-Undang menggunakan

Nomor 8 Tahun penelitian

1999 Tentang yuridis

Perlindungan normatif.

Konsumen

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan akan menjelaskan untuk mempermudah dalam
memahami hasil dari penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Atas Pembelian Unofficial Merchandise yang Dijual Oleh K-Pop
Online Shop Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”, dalam hal ini penulis membagi
menjadi 5 bab, dan disetiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang lebih
memperjelas ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti. Urutan dan tata
letak masing-masing bab dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang dan alasan
pemilihan judul yang mengangkat judul yaitu, “Perlindngan Hukum Terhadap
Konsumen Atas Pembelian Unofficial Merchandise yang Dijual oleh K-Pop
Online Shop Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”. Kemudian peneliti akan

memaparkan rumusan masalah yang berhubungan dengan judul tersebut. Pada
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bab ini, terdapat tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan,
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang penelitian ini, dan
sistematika pembahasan.

BAB Il Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis menguraikan kerangka teori yang terdiri dari
pengertian dan hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum
Perlindungan Konsumen agar nantinya dapat digunakan sebagai bahan analisis
untuk menjelaskan data yang dihasilkan, maka penulis harus menyesuaikan
dengan permasalahan yang diteliti.

BAB 111 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menganalisis dengan teori
yang relevan dengan penelitian tersebut. Bab ini juga merupakan inti dari
skripsi. Penulis akan menguraikan tentang konsep perlindungan hukum
terhadap konsumen atas pembelian barang palsu (unofficial merchandise) yang
dijual oleh K-Pop online shop.

BAB IV Penutup

Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan
pada bab ini merupakan ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan,
merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditentukan.
Sedangkan saran merupakan usulan dan anjuran yang ditujukan kepada pihak-
pihak yang terkait dan pihak yang memiliki kewenangan terhadap tema yang
diteliti dengan tujuan demi kebaikan masyarakat, dan juga anjuran-anjuran

untuk penelitian berikutnya di masa mendatang.



BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumenn
1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pada era globalisasi menyebabkan perubahan yang pesat pada
konsep pemasaran dan sistem transaksi jual beli dari waktu ke waktu.
Sehingga pada saat ini proses jual beli bisa dilakukan menggunakan
internet dan dapat mempermudah mendapatkan ataupun menjual barang
bagi konsumen dan juga penjual. Akan tetapi rangkaian perubahan dari
sistem dan konsep jual beli yang semakin beragam, mengakibatkan
kerugian terhadap konsumen karena menerima suatu barang atau jasa yang
tidak sesuai dengan pesanan yang telah dipesan sebelumnya. Karena
kondisi konsumen tersebut, maka negara melindungi dan menjamin hak-
hak konsumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang biasa
disebut dengan istilah Hukum Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum
yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul
dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-
upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap
kepentingan konsumen.® Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual
beli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun transaksi jual
beli yang terjadi tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk
mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan yang telah
dicantumkan oleh penjual sebelumnya atau barang yang sesuai dengan
yang telah dijanjikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1

perlindungan konsumen mempunyai arti segala upaya yang menjamin

% Sidobalok J., Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014),
h. 39.
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adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Kepastian hukum tersebut memberi perlindungan terhadap konsumen,
perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat dan didasari
oleh undang-undang khusus agar pelaku usaha tidak sewenang-wenang
dalam melangar hak-hak konsumen. 1° Perlindungan tersebut dapat
dibedakan dalam dua aspek, yang pertama yaitu perlindungan terhadap
kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai
dengan yang disepakati, dan yang kedua yaitu perlindungan terhadap

diperlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

2. Prinsip Perlindungan Konsumen
Terdapat beberapa prinsip perlindungan konsumen yang harus
diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli, diantaranya yaitu:

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan
(negligence)
Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian merupakan prinsip
tanggung jawab yang bersifat subjektif, yang artinya tanggung
jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Berdasarkan
prinsip ini, kelalaian produsen yang membawa akibat pada
kerugian yang dirasakan oleh konsumen adalah faktor penentu
adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi
kepada produsen.!

2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (breach of
warranty)
Gugatan berdasarkan wanprestasi dapat diterima walaupun tidak
adanya hubungan kontrak, namun dengan pertimbangan bahwa
dalam praktik bisnis modern, proses distribusi dan iklan langsung
ditujukan kepada konsumen melalui media massa. Maka tidak

perlu ada hubungan kontrak yang mengikat antara produsen dan

10 Happy Susanto, Hak-hak Konsumen jika Dirugikan, (Jakarta: Visi Media, 2008), h. 4.
11 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 84.
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konsumen.*? Prinsip ini terbagi menjadi dua, tanggung jawab
berdasarkan jaminan produk yang tertulis (express warranty) dan
tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tidak tertulis
(implied warranty).
3) Prinsip tanggung jawab mutlak (strict product liability)

Prinsip ini memiliki dasar bahwa konsumen tidak dapat berbuat
banyak untuk memproteksi diri dari resiko kerugian yang
disebabkan oleh produk cacat, maka dari itu penerapan prinsip ini
terhadap produsen memberikan perlindungan bagi konsumen.
Karena tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen

akibat penggunaan suatu produk.*®

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
Perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha
Bersama yang didasari oleh 5 asas, dan asas hukum perlindungan
konsumen tersebut tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, diantaranya yaitu:
1) Asas manfaat
Asas manfaat yaitu untuk mengamanatkan bahwa segala upaya
dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen harus
memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen
dan pelaku usaha secara keseluruhan.*
2) Asas keadilan
Asas keadilan memiliki maksud agar partisipasi seluruh rakyat
dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan
kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya,
dan juga melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keadilan

juga menghendaki bahwa melalui peraturan hukum perlindungan

12 Zulham, Hukum Perlindungan, h. 106.

13 Zulham, Hukum Perlindungan, h. 107.

14 Abdul Halim Barkatullah, Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,
(Bandung: Nusa Media, 2016), h. 16.
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konsumen, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalu
perolehan hak dan kewajiban. Maka dari itu, Undang-Undang
Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen
dan juga pelaku usaha.'®

3) Asas keseimbangan
Asas keseimbangan merupakan asas untuk memberikan
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan
pemerintah. Yang artinya kepentingan antara konsumen, pelaku
usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara
seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban berbangsa dan
bernegara.®

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini dimaksud untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan
barang serta jasa yang digunakan. Terdapat jaminan hukum
bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang
dipakai, dan produk tersebut tidak akan mengancam keselamatan
konsumen.!’

5) Asas kepastian hukum
Asas kepastian hukum bertujuan agar pelaku usaha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen. Dalam hal ini

negara akan turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.8

15 Yapiter Marpi, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik
dalam Transaksi E-Commerce, (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020), h. 118.

16 Abdul Halim Barkatullah, Framework Sistem, h. 16.

17 Yapiter Marpi, Perlindungan Hukum, h. 119.

18 Abdul Halim Barkatullah, Framework Sistem, h. 16.
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B. Tinjauan Tentang Muamalah
1. Pengertian Muamalah

Dalam Islam transaksi lebih dikenal dengan istiah muamalah.
Pengertian dari muamalah adalah suatu kegiatan tukar menukar barang
yang memberikan manfaat tetentu. Sederhananya, muamalah dapat
diartikan sebagai hubungan atau tukar menukar antar sesama manusia
untuk saling membantu agar terciptanya masyarakat yang harmonis.
Pengertian muamalah menurut syariat Islam adalah suatu kegiatan yang
mengatur hal-hal yang berhubugan dengan kegiatan sesama umat manusia.

Adapun pengertian muamalah secara etimologi yaitu hubungan
kepentingan antar seseorang dengan orang lain. Muamalah dapat
dikatakan sebagai salah satu syariat Islam dalam bidang ekonomi.
Beberapa contoh transaksi yang termasuk dalam muamalah, diantaranya
seperti upah mengupah, sewa menyewa, jual beli, dan yang lainnya.
Transaksi muamalah bisa juga dilakukan pada kegiatan permodalan dan
usaha karena kedua kegiatan transaksi tersebut masih tergolong dalam
kegiatan muamalah. Sedangkan dalam arti luas muamalah adalah
peraturan-peraturan Allah SWT. yang harus diikuti dan ditaati dalam
hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam

urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial.®

2. Jenis-Jenis Muamalah
Pada dasarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang termasuk ke
dalam muamalah, sehingga umat Islam bisa memilih jenis muamalah
sesuai dengan yang diutuhkan dan juga tetap saling memberikan manfaat
terhadap satu sama lain. Muamalah dibagi menjadi beberapa jenis,

diantaranya yaitu:%

19 Hadi Solikhul, Figh Muamalah, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), h. 2.
20 Syafei Rachmat, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 17.
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1) Syirkah
Syirkah merupakan suatu akad yang mana kedua pihak yang
melakukan kerjasama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Dalam akad syirkah juga bisa mencampurkan dua bagian menjadi
satu, sehingga tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang
lainnya. 2! Dalam islam terdapat beberapa syarat dalam
melakukan akad syirkah yang sesuai dengan syariat, diantaranya
adalah:

a. Barang atau objek yang terlibat dalam transaksi harus
barang yang halal dan suci

b. Objek akad harus terdapat pekerjaan dan modal

c. Pihak pelaku akad tersebut harus memiliki kecakapan
dalam melakukan pengelolaan harta

2) Jual beli

Dalam Bahasa Arab, jual beli disebut dengan ba’l yang secara
Bahasa berarti tukar menukar. Sebagian ulama juga mengartikan
jual beli adalah sebagai suatu akad yang dimana pada akad
tersebut mengandung suatu sifat menukar dari harta yang satu
dengan harta yang lainya.?> Dalam Islam terdapat beberapa syarat
dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat,
diantaranya adalah:

a. Harus ada barang atau uang yang bisa dijadikan sebagai alat
tukar untuk transaksi, dan barang atau uang yang dijadikan
sebagai alat tukar tersebut harus halal dan suci

b. Kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli harus
berada dalam kondisi sehat, baik secara jasmani dan rohani,
berakal, sudah dewasa atau baligh, dan transaksi yang
dilakukan harus sesuai dengan keinginan kedua pihak tanpa

adanya suatu paksaan

2L Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 191.
22 \Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.
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c. Harus adanya akad atau ijab gabul
3) Khiyar

Khiyar merupakan suatu transaksi muamalah yang dimana salah
satu pilihan dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad
antara akan melanjutkan atau membatalkan transaksi yang
disetujui berdasarkan keadaan dari kedua belah pihak yang
melakukan akad tersebut.?® Dalam khiyar memberikan kebebasan
kepada penjual dan pembeli untuk berpikir terlebih dahulu
sebelum melakukan atau melanjutkan transaksi agar tidak adanya
penyesalan ketika transaksi telah selesai dilakukan. Khiyar
terbagi atas tiga jenis, yaitu:?*

a) Khiyar Majis, merupakan kondisi dimana penjual dan
pembeli dapat memilih apakah ingin melanjutkan transaksi
atau tidak selama mereka masih berada di tempat yang
sama.

b) Khiyar Syarat, merupakan transaksi muamalah dengan
sebuah syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

c) Khiyar Aibi, merupakan kondisi dimana pembeli dapat
mengembalikan barang yang sudah dibeli dengan syarat
barang tersebut masih bagus seperti pertama kali
membelinya dan tidak rusak.

4) Murabahah
Murabahah adalah suatu transaksi atau proses jual beli barang
dimana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati
oleh kedua belah pihak. Dalam perbankan syariah, murabahah
adalah jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian

produk oleh bank sesuai dengan permintan nasabah, dan

23 Wahbah Zuhaili, Al-Fighu As-Syafi’l Al-Muyassar, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, “Figh
Imam Syafi’l, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 670.

24 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Amzah,
2014), h. 177.
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kemudian dijual kepada nasabah tersebut dengan kentungan yang
telah disepakati sebelumnya.?
5) Sewa Menyewa
Sewa menyewa dalam Islam disebut dengan istilah ijarah. Akad
ijjarah merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada
seseorang atas jasa yang telah diberikan, seperti kendaraan,
tenaga, tempat tinggal, dan yang lainnya. Dalam melakukan akad
ijarah juga memiliki syarat, diantaranya adalah:®
a. Barang yang telah disewakan menjadi hak penuh penyewa
dari pihak pemberi sewa
b. Kedua belah pihak yang malakukan akad ijarah harus
berakal sehat
c. Manfaat barang yang disewakan harus diketahui jelas oleh
pihak penyewa
6) Utang Piutang
Utang piutang merupakan penyerahan harta dan benda kepada
orang dengan syarat suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Salah satu
yang harus dihindari dalam transaksi hutang piutang ini adalah
riba. Riba yaitu suatu penambahan nilai ataupun jumlah bunga
yang melebihi jumlah dari pinjaman awal saat hendak
dikembalikan. Dalam melakukan transaksi hutang piutang juga
terdapat rukun yang harus ditaati, diantaranya adalah:%’
a. Harus adanya barang atau harta
b. Adanya ijab gabul
c. Adanya pihak pemberi hutang dan pihak yang berhutang

25 M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syari’ah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 76.
26 Kamal Muchtar, Ushul Figh, Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 41.
27 Rachmat Syafe’l, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 153.
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3. Tujuan dan Prinsip Muamalah

Tujuan muamalah adalah agar terciptanya hubungan yang harmonis
antara sesama manusia sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan
tentram. Hubungan ini berupa pergaulan, saling tolong menolong dalam
kebaikan dan upaya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT.
Allah memerintah hamba-Nya untuk saling membantu dan mendukung
dalam hal dan perbuatan yang baik dan melarang untuk saling membantu
dalam berbuat kejahatan, kebathilan, dan kedzaliman. Maka, setiap
manusia dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan manusia
lainnya.

Sedangkan prinsip menghendaki agar pada setiap porses transaksi
tidak akan merugikan kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah
satu pihak saja. Dalam bermuamalah terdapat beberapa prinsip yang harus
dipatuhi, diantaranya yaitu:

a. Sukarela (wujud al-taradi)

Asas kerelaan mengandung makna bahwa setiap transaksi
harus dilakukan secara bebas dan sukarela. 2 Kebebasan dan
kehendak para pihak yang terlibat akan memperoleh kerelaan dan
persetujuan yang harus selalu diperhatikan. Asas ini juga
mengandung makna bahwa selama dalam Al-Qur’an dan Sunnah
Nabi Muhammad tidak mengatur suatu transaksi, maka selama itu
pula para pihak yang terlibat bebas mengaturnya atas dasar kerelaan
masing-masing pihak.

Dalam bermuamalah, setiap akad atau transaksi yang
dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka
sama suka atau kerelaan. Hal ini dimaksud agar pada setiap transaksi
tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak

atau pihak yang lainnya.

28 Jundiani, Pengaturan Hkum Perbankan Syari’ah di Indonesia, (Malang, UIN Malang Press,
2009), h. 46.
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b. Keadilan (al-adalah)®

Keadilan adalah tujuan yang akan diwujudkan oleh semua
hukum. Keadilan merupakan hal utama dari setiap perjanjian yang
dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan asas
keadilan dalam akad transaksi dimana para pihak yang melakukan
akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan
kepentingn sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua
kewajibannya.

Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau
keharmonisan dalam penuntutan hak dan menjalankan kewajiban.
Bertindak secara adil berarti mengetahui mana yang hak dan mana
yang kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah,
bertindak jujur dan tepat menurut peraturan hukum yang telah
ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang.

c. Memudahkan atau Tolong Menolong (wujud al-shiyaa)

Manusia merupakan makluk sosial yang selalu membutuhkan
orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Manusia
juga merupakan makhluk yang lemah dan tidak mampu memenubhi
segala kebutuhan hidupnya sendiri, manusia akan saling
membutuhkan satu sama lain. Maka dibutuhkanya sikap hidup
tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek
kehidupan. Orang yang melakukan suatu transaksi memiliki sifat
tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Setiap transaksi yang dilakukan harus terdapat unsur tolong
menolng didalamnya. Contohnya pada transaksi jual beli, jika akad
dilakukan dengan sebaik-baiknya maka terdapat bentuk sikap tolong
menolong antar sesama. Seorang penjual membutuhkan uang dari
pembeli, maka demikian juga seorang pembeli membutuhkan

barang yang dijual oleh penjual, sehingga secara tidak langsung

29 Faturrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), h.155.
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masing-masing pihak telah menolong satu sama lain melalui akad
jual beli tersebut.
d. Menepati Janji (alwafa’ bil-ihad)*®

Dalam hukum Islam, manusia diperintahkan untuk
menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, jika dalam melakukan
suatu transaksi atau bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak
diutamakan, maka akan berpengaruh terhadap kebenaran dalam
suatu perjanjian tersebut. Jika melakukan suatu perjanjian yang
didalamnya terdapat unsur kebohongan, maka perjanjian tersebut
menjadi batal atau tidak sah.

e. Tidak Adanya Unsur Gharar (‘adamu gharar)

Pada setiap bentuk muamalah tidak boleh terdapat unsur
gharar. Gharar merupakan istilah dalam hukum Islam yang artinya
keraguan, tipuan, atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk
merugikan orang lain. Gharar merupakan akad yang mengandung
unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada
tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah barang, maupun
kemampuan dalam menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad
tersebut sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari
salah satu pihak dalam melakukan transaksi tersebut.

Secara terminologi, gharar adalah semua jenis jual beli yang
mengandung ketidakjelasan (jahalah), spekulasi, atau mengandung
taruhan.3!Gharar juga dikatakan sebagai transaksi yang dilakukan
namun masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam
kuasanya. Konsep gharar merupakan Kketidaktentuan dan
ketidakjelasan dari suatu transaksi yang dilakukan. Islam melarang
adanya aktivitas ekonomi yang mengandung unsur gharar
didalamnya. Menurut Imam an-Nawawi, gharar merupakan unsur

akad yang dilarang dalam syariat Islam.

30 Faturrahman Djamil, Hukum Ekonomi, h. 158.
31 Wahbah Zuhaili, Figh Islam wa Adilatuhu, (Damaskus: Dar al Fikr, 1984), h. 3411.
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f. Tidak Adanya Unsur Dharar (‘adamu dharar)

Pada setiap bentuk muamalah tidak boleh terdapat unsur
dharar. Dharar merupakan transaksi yang dapat menimbulkan
kerusakan ataupun adanya unsur penganiayaan, sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara
bathil.*> Dharar adalah suatu perbuatan yang dilarang karena dapat
merugikan diri sendiri bahkan merugikan orang lain. Menurut Al-
Kusyaini, dharar merupakan suatu yang bermanfaat bagi diri sendiri
namun dapat membahayakan orang lain. Tetapi pada akhirnya,
dharar juga akan merugikan diri sendiri. Konsep dharar pada
umumnya sering terjadi pada saat adanya paksaan atau
penganiayaan dalam hal transaksi yang membuat salah satu pihak
dirugikan.

g. Tidak Adanya Unsur Riba (‘adamu riba)

Dalam setiap transaksi atau bermuamalah tidak boleh
terdapat unsur riba. Riba merupakan penambahan pendapatan secara
tidak sah dalam transaksi penukaran barang sejenis yang tidak sama
kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya. Penambahan yang
dimaksud disini adalah penambahan atas modal, baik itu
penambahan tersebut berjumlah sedikit ataupun banyak.3® Riba
adalah sebuah ketentuan dari nilai tambahan dengan melebihkan
jumlah nominal pinjaman saat dilakukannya pelunasan. Pelaksanaan
riba diharamkan karena terkait pada suatu tambahan yang berlipat
ganda.

%2 Sayyyid Sabiqg, Figh Sunnah Jil. 1V, (Kairo: Dar al Fath Li I’Lam Arabiy, 1998), h. 54-55.
33 Faturrahman Djamil, Hukum Ekonomi, h. 159.
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C. Tinjauan Tentang Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut dengan kata al-bai’u yang
artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Maksudnya jual beli
adalah pihak penjual memberikan barang yang dijualnya kemudian pihak
pembeli akan memberikan sejumlah uang atau alat tukar yang harganya
sebanding dengan barang tersebut. 3 Didalam Al-Qur’an, jual beli
merupakan bagian dari ungkapan perdagangan. Dalam konsep jual beli
terdapat dua kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu pihak yang
menjual dan pihak yang membeli.

Secara etimologi, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran
sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun, secara terminologi, beberapa
ulama mengemukakan pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan
pengertian jual beli, diantaranya yaitu:

1) Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta
(benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

2) Menurut Ulama Syafiiyah, jual beli adalah akad yang
mengandung unsur saling tukar menukar harta dengan harta, agar
mendapatkan kepemilikan atas barang tersebut.

3) Menurut Ulama Malikiyah, jual beli memiliki dua pengertian.
Pertama, menukaran barang yang satu dengan yang lainnya
dengan tidak memiliki kemanfaatan atau kenikmatan, yaitu
penukaran berupa benda. Kedua, jual beli adalah menjual barang
niaga dengan mata uang.*

4) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan
harta untuk kepemilikan.

5) Menurut Ibnu Qudama, jual beli adalah penuaran harta dengan

harta, untuk saling menjadikan sebagai hak milik.

% Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam, h. 25.
35 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Flgh Muamalah, (Jakarta Timur: Prenadamedia
Group, 2019), h. 63-64.
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Jual beli adalah akad mu awadhah, yaitu akad yang dilakukan oleh
dua pihak, pihak pertama akan menyerahkan barang dan pihak kedua akan
menyerahkan imbalan yang setara dengan barang tersebut, baik berupa
uang maupun barang. Ulama Syafi’iyah mengemukakan bahwa objek jual
beli bukan hanya berupa barang atau benda, tetapi juga manfaat, dengan
syarat transaksi tukar menukar tersebut berlaku untuk selamanya, bukan
untuk sementara.*®

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau
barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak,
dimana pihak yang satu akan menerima benda atau barang dan pihak lain
akan menerima serta menukarnya dengan barang atau alat tukar yang
sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak dan dibenarkan dalam syara’.” Dalam transaksi jual beli
terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain sebagai
gantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak
milik seseorang kepada orang lain atau dari pihak penjual kepada pihak

pembeli.®

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ketentuan dalam
transaksi jual beli yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat, agar
transaksi jual beli tersebut sah menurut Islam. Tanpa adanya rukun dan
syarat maka jual beli tersebut tidak akan terlaksana menurut hukum,
karena hukum dan syara’ tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan
dan juga termasuk dalam bagian perbuatan tersebut. Jual beli dapat
dikatakan sebagai transaksi yang sah apabila rukun dan syarat tersebut

telah terpenuhi, ada pun pengertian rukun dan syarat jual beli yaitu:

36 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177.

37 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 68-69.

38 Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, Figh Perbankan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011),
h. 103-104.
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Rukun Jual Beli
Dalam penetapan rukun jual beli terdapat perbedaan
pendapat antara kalangan Ulama Hanafiyah dan Jumhur Ulama.
Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan
gabul. ljab dan qgabul merupakan suatu perbuatan yang
menunjukkan kesediaan antara kedua belah pihak untuk
menyerahkan harta atau barang milik masing-masing kepada pihak
yang lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.®
Sedangkan pendapat Jumhur Ulama dalam menetapkan
rukun jual beli berbeda dengan Ulama Mazhab Hanafi. Rukun jual
beli menurut Jumhur Ulama ada empat, diantaranya adalah:
a) Adanya orang yang berakad atau pihak penjual dan pihak
pembeli (muta’aqidain)
b) Adanya ijab dan gabul (shighat)
c) Adanya barang atau benda yang diperjual belikan
d) Adanya nilai tukar pengganti barang*
Syarat Jual Beli
Dalam jual beli, syarat merupakan sesuatu yang harus ada
dan merupakan penentuan sah atau tidaknya transaksi yang
dilakukan. Adapuun beberapa syarat jual beli yang sesuai dengan
rukun jual beli yang telah dikemukakan menurut Jumhur Ulama
diatas adalah sebagai berikut:*!
a) Syarat bagi orang yang berakad
Para ulama figh sepakat bahwa orang yang melakukan akad
jual beli harus memenuhi syarat berikut:
1. Berakal. Jumhur Ulama sepakat bahwa orang yang
melakukan transaksi jual beli harus telah aqil baligh
dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi tersebut

%9 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam, h. 28.
40 Abdul Rahman Ghazali, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71.
4 Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam” Jurnal Studia Islamika (Online), Vol. 11 No.2, h. 377.
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masih seorang anak yang sudah bisa membedakan
sesuatu antara yang baik dan yang buruk (mumayyiz),
maka transaksi tersebut tidak sah, walaupun telah
mendapatkan izin dari walinya.

2. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.
Maksudnya adalah seseorang tidak boleh menjadi
penjual dan pembeli pada waktu yang bersamaan. Jika
hal tersebut terjadi maka transaksi jual beli itu tidak
sah.

b) Syarat bagi orang yang melakukan ijab dan gabul®?

1. Orang yang mengucapkan ijab dan gabul telah baligh
dan berakal.

2. Qabul sesuai dengan ijab. Maksudnya adalah antara
ijab dan gabul ada hubungan dan tidak berubah maksud
dan tujuannya baik dari pihak penjual maupun dari
pihak pembeli.

3. ljab dan gabul dilakukan pada suatu tempat. Yang
mana mengharuskan kedua belah pihak saling bertatap
muka dalam transaksi jual beli tersebut.

c) Syarat barang yang diperjual belikan®?

1. Suci. Barang yang diperjual belikan harus suci. Maka
haram hukumnya menjual khamar, bangkai, babi, dan
tulang-belulang.

2. Dapat dimanfaatkan. Barang yang diperjual belikan
harus dapat dimanfaatkan dan bermanfaat menurut
syara’.

3. Milik penjual seutuhnya. Barang yang diperjualbelikan
merupakan barang yang sepenuhnya milik penjual atau

barang yang diizinkan untuk dijual oleh pemiliknya.

42 Abdul Rahman Ghazali, Figh Muamalat, h. 72.
43 Abdul Rahman Ghazali, Figh Muamalat, h. 75.
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4. Kemampuan untk menyerahkan barang. Barang yang
diperjual belikan dapat diserahkan secara nyata
menurut syara’, maka barang yang tidak dapat
diserahkan secara nyata tidak sah diperjual belikan.

d) Syarat nilai tukar (harga barang)

1. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dan
harus jelas jumlahnya.

2. Boleh diserahkan pada waktu akad.

3. Jika transaksi jual beli dilakukan dengan saling
menukarkan barang atau yang disebut dengan istilah
barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan

barang yang diharamkan syara’.**

3. Macam-Macam Jual Beli
Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau
dari segi hukum, jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang
sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Ditinjau dari
segi objek, dan dari segi pelaku jual dan beli. Jika ditinjau dari segi benda
yang dijadikan objek jual beli, maka jual beli terbagi menjadi tiga macam,
diantaranya yaitu:
a. Jual beli barang yang kelihatan dan dapat disaksikan*
Jual beli barang yang kelihatan ini maksudnya adalah pada saat
melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan
ada didepan penjual dan pembeli sehingga dapat disaksikan secara
langsung. Jual beli ini sering dilakukan dimasyarakat dan boleh
dilakukan (sah).

4 Abdul Rahman Ghazali, Figh Muamalat, h. 76.
45 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 76.
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b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji*®
Jual beli yang disebut sifatnya dalam janji, jual beli ini merupakan
jual beli salam (pesanan). Jual beli salam merupakan jual beli yang
tidak dilakukan secara langsung, yaitu dengan meminjamkan
barang atau sesuatu yang setara dengan harga tertentu. Jual beli ini
dinyatakan boleh dilakukan (sah).

c. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan®’
Jual beli yang barangnya tidak bisa disaksikan pada saat akad jual
beli merupakan jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena
dalam jual beli ini barang tidak ada dan juga sifat-sifat barang tidak
disebutkan sehingga dikhawatirkan barang tersebut didapat dari
curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan

kerugian pada salah satu pihak.

46 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 76.
47 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 77.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Munculnya Jual Beli Unofficial Merchandise yang Dijual oleh K-
Pop Online Shop

Salah satu faktor terjadinya jual beli unofficial merchandise yang dijual
oleh K-Pop online shop adalah banyaknya peminat marchandise K-Pop
khususnya dari kalangan penggemar K-Pop. Antusiasme dari kalangan
penggemar K-Pop dalam pembelian merchandise sangat besar, sehingga dapat
membuka peluang usaha yang cukup menjanjikan. Sehingga terdapat penjual
online yang membuat barang tiruan dari merchandise tersebut dan menjualnya
dengan menyebutkan bahwa barang tersebut merupakan barang yang asli atau
official.

Online shop yang menjual unofficial merchandise tersebut bahkan
menjual dengan harga yang sama dengan barang aslinya, sehingga penggemar
merasa sangat dirugikan. Bahkan penjual juga menyebutkan bahwa pembeli
tidak dapat mengembalikan barang yang sudah dibeli dengan alasan apapun.

Jenis merchandise K-Pop terbagi menjadi dua macam, diantaranya
adalah:

1. Official Merchandise

Official merchandise merupakan barang yang diproduksi dan dirilis
langsung oleh perusahaan yang bersangkutan di Korea. Barang
tersebut hanya bisa dibeli di Korea atau melalui official website yang
telah disediakan oleh perusahaan tersebut, sehingga harga yang
ditawarkan agak sedikit lebih mahal. Contoh barang dari official
merchandise ini seperti album, CD/DVD, kalender, photocard,
postcard, official lighstick atau official fanlight, dan masih banyak

yang lainnya.

35



Gambar 3.1 official merchandise K-Pop
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Gambar 3.4 official merchandise K-Pop

2. Unofficial Merchandise
Unofficial merchandise merupakan kebalikan dari official
merchandise yaitu barang yang bukan diproduksi oleh perusahaan
yang persangkutan, biasanya unofficial merchandise ini dibuat oleh
penggemar dan dijual dengan harga yang relatif murah. Barang
unofficial merchandise ini bisa seperti jaket, t-shirt, phonecase,

stiker, keychain, dan yang lainnya.

Gambar 3.5 unofficial merchandise K-Pop
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Gambar 3.6 unofficial merchandise K-Pop
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Dalam permasalahan transaksi yang sedang dibahas oleh penulis adalah
transaksi jual beli barang tiruan dari lightstick K-Pop yang merupakan bagian
dari official merchandise yang hanya diproduksi dan dijual oleh perusahaan yang
bersangkutan, dan hanya dapat dibeli melalui website resmi yang telah
disediakan oleh perusahan yang terlibat. Lighstick atau benda yang berbentuk
stik yang umumnya memilki ukuran sekitar 20 cm atau lebih ini menjadi
identitas yang akan mendefinisikan suatu group idol K-Pop dan secara otimatis
juga akan menjadi identitas bagi penggemarnya. Lightstick diciptakan dengan

berbagai inovasi, bentuk, desain, warna, dan berbagai fitur yang menarik sesuai
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dengan identitas atau pesona dari grup idola tersebut, sehingga setiap grup K-
Pop memiliki bentuk dan desain lightstick yang berbeda-beda.

Gambar 3.8 lightstick K-Pop
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Gambar 3.9 lightstick K-Pop
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Gambar 3.10 lightstick K-Pop

Lighstick juga berfungsi untuk memberi dukungan kepada idola K-Pop
dari para penggemarnya dengan cara menyalakannya pada saat konser sedang
berlangsung, maka lighstick akan menjadi salah satu barang yang wajib dibawa
saat menonton konser K-Pop. Harga yang ditawarkan umumnya berkisar antara
600-900 ribu rupiah. Harga lightstick menjadi mahal karena terdapat teknologi
yang dapat terkoneksi dengan aplikasi dan operator pada saat konser sedang

berlangsung.

Gambar 3.11 lightstick K-Pop saat konser
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Gambar 3.12 lightstick K-Pop saat konser

Official merchandise K-Pop biasanya dijual dengan harga yang mahal
dan jumlah bahkan edisi yang terbatas (limited edition), tapi para penggemar
tetap akan membeli barang tersebut agar dapat mendukung idola favorit mereka.
Karena besarnya antusias dari penggemar K-Pop, maka tidak sedikit K-Pop
online shop yang membuat barang tiruan dari official merchandise tersebut dan
diperjual belikan dengan harga yang sama dengan barang aslinya tanpa
menyebutkan barang tersebut barang yang palsu atau tidak sesuai dengan yang
dijanjikan. Seperti yang telah dialami oleh seorang penggemar yang
membagikan pengalamannya pada unggahan akun twitter pribadinya.
Penggemar tersebut membandingkan mana lightstick NCT yang asli dan yang
palsu yang dibelinya pada salah satu K-Pop online shop. Beberapa perbedaan

diantaranya adalah:

1. Pada lightstick yang asli di tempat batrai terdapat tulisan “NCT
2018”, sedangkan yang palsu tidak.
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Gambar 3.13 perbedaan lightstick yang asli dan palsu

2. Yang asli tidak terdapat bagian yang berwarna putih diatasnya dan
terdapat segel mengenai informasi produk, sedangkan yang palsu
terdapat bagian yang berwarna putih dan juga tidak ada segel

mengenai informasi produk.

Gambar 3.14 perbedaan lightstick yang asli dan palsu

3. Lightstick yang asli memiliki bahan yang lebih tebal dan tidak
transparant, sedangkan yang palsu terlihat lebih tipis dan

transparant.
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Gambar 3.15 perbedaan lightstick yang asli dan palsu

4. Logo pada tombol lightstick yang asli terlihat lebih jelas, sedangkan
yang palsu logonya lebih pudar.

Gambar 3.16 perbedaan lightstick yang asli dan palsu

5. Pada kotak kemasan yang asli terdapat tempelan segel, sedangkan
yang palsu tidak ada tempelan apapun.

Gambar 3.17 perbedaan lightstick yang asli dan palsu
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Penggemar tersebut juga mengungkapkan bahwa lightstick palsu yang
dibelinya tersebut tidak dapat terkoneksi dengan aplikasi yang ada pada
handphonenya. Dari beberapa perbandingan tersebut, maka dapat dipastikan
bahwa lightstick yang dijual oleh K-Pop online shop tersebut merupakan bukan

barang yang asli dan tidak seperti barang yang telah dijanjikan sebelumnya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jual Beli Unofficial
Merchandise yang Dijual Oleh K-Pop Online Shop Berdasarkan Undang-
Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang sangat
pesat membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi. Perkembangan
teknologi dan informasi tersebut mempengaruhi beberapa bidang, diantaranya
adalah bidang dunia bisnis atau jual beli sehingga proses jual beli dapat
dilakukan secara online. Pada dasarnya proses jual beli dilakukan secara
langsung pada proses pembayaran dan penyerahan barang oleh pihak penjual
dan pembeli. Sedangkan proses jual beli online dilakukan melalui media
elektronik, transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, sehigga dapat
memudahkan masyarakat dalam proses jual beli. Bahkan bisa juga berdampak
buruk jika ada yang merasa dirugikan dengan sistem jual beli online, baik dari
pihak pembeli maupun pihak penjual.

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam
usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan.*® Dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada

konsumen.

48 Rifan Adi Nugraha dkk, Perlindungan Hkum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Online,
(Jurnal Serambi Hukum, Vol. VII, No. 02, Agustus 2014-Januari 2015), h. 94.
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Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen terdapat hak-hak dasar konsumen yang harus dilindungi yang juga
berlaku untuk pengguna transaksi atau jual beli yang dilakukan melalui media
online atau yang disebut dengan e-commerce. Seperti yang tertera dalam Pasal
2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelenggaraan perlindungan
konsumen berdasarkan pada lima asas, diantaranya yaitu:

a. Asas Manfaat

Asas manfaat merupakan mengamanatkan segala upaya dalam
penyelenggaraan hukum perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat bagi kepantingan konsumen dan pelaku usaha secara
keseluruhan. Asas manfaat ini juga menghendaki pengaturan dan
penegakan hukum perlindungan konsumen diberikan pada masing-
masing pihak, baik itu pihak konsumen maupun pihak produsen.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan memiliki tujuan agar partisipasi seluruh masyarakat
dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan
kepada konsumen dan juga pelaku usaha dalam memperoleh haknya
dan juga melaksanakan kewajibannya secara adil agar tidak
menimbulkan kerugian pada salah satu pihak ketika transaksi telah
selesai.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha atau produsen, dan juga pemerintah.
Kepentingan tersebut diatur dan diwujudkan dengan seimbang, baik
hak maupun kewajiban masing-masing pihak dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen memberikan jaminan
atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang serta jasa yang

digunakan. Sehingga konsumen mendapatkan manfaat dari produk
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atau jasa yang digunakan dan prosuk tersebut tidak akan mengancam
keselamatan konsumen.

e. Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum memiliki tujuan agar pelaku usaha dan juga
konsumen menaati hukum yang ada dan memperoleh keadilan dalam
penyelengaraan hukum perlindungan konsumen. Maka aturan
tentang hak dan kewajiban tersebut dapat diwujudkan dalam
kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, sehingga semua pihak
yang terlibat dapat memperoleh keadilan seperti yang telah

ditetapkan dalam undang-undang.*°

Selain beberapa asas tersebut, terdapat juga asas itikad baik dalam
bertransaksi jual beli antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.
Pada Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen diatur bahwa kewajiban dari pelaku usaha adalah
beritikad baik.> itikad baik merupakan kedua belah pihak harus berlaku baik
antara satu sama lain tanpa adanya tipu daya, tipu muslihat, dan tanpa
menggangu kepentingan dari pihak lainnya. Asas itikad baik menjadi dalah satu
hal yang paling penting dalam hukum perjanjian. Dalam pelaksanaan asas itikad
baik merupakan hal yang penting pada perbuatan perjanjian.>! Penerapan asas
itikad baik tersebut dimaksud agar kedua belah pihak tidak melakukan sesuatu
yang bertentangan dengan norma yang telah ditentukan, sehingga semua pihak
yang bersangkutan baik pihak penjual dan pembeli mendapatkan keadilan antara

satu sama lain dan tidak ada yang dirugikan.

Dalam transaksi online yang dilakukan penggemar K-Pop pada K-Pop
online shop akan menimbulkan hubungan antara pihak pembeli selaku
konsumen dan pihak penjual sebagai produsen. Dengan adanya hubungan

hukum yang dilakukan oleh dua pihak tersebut, maka akan menimbulkan hak

4% Jeanus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2014), h. 11-12.

50 pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

51 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), h. 41.
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dan kewajiban bagi ada pihak-pihak yang bersangkutan. Dimana kewajiban K-
Pop online shop merupakan hak bagi konsumen atau penggemar K-Pop dan
begitu pula sebaliknya, kewajiban penggemar K-Pop sebagai konsumen

merupakan hak dari pihak K-Pop online shop.

Dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai hak dan kewajiban konumen.
Hak-hak konsumen disebutkan pada Pasal 4 diantaranya yaitu:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

h. Hak wuntuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.5?

52 pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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Kewajiban konsumen juga telah disebutkan dalam Pasal 5 diantaranya

yaitu:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan
dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.>®

Dari pemaparan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dilihat bahwa adanya hubungan
yang berkaitan antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, baik itu pihak
pembeli maupun pihak penjual. Pasal 5 wajib dipenuhi oleh pihak konsumen
agar dapat memperoleh haknya sebagaimana yang telah tertera pada Pasal 4.
Pada Pasal 5 tersebut disebutkan bahwa sebelum melakukan suatu transaksi
konsumen harus membaca dan memahami informasi produk yang akan dibeli
dari pihak penjual. Dan juga dalam melakukan transaksi tersebut konsumen
wajib membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya antara
kedua belah pihak.

Apabila dari pihak konsumen telah memenuhi dan mematuhi semua
kewajibanya seperti yang tertera pada Pasal 5 tersebut maka konsumen memiliki
hak dalam mendapatkan haknya. Namun tidak sedikit dari pihak konsumen yang
tidak mendapatkan haknya sebagaimana seharusnya, bahkan mereka hanya

mendapatkan sebagian dari hak yang seharusnya diperoleh.

Dari penjelasan tersebut, maka pihak konsumen dari penggemar K-Pop
yang melakukan transaksi jual beli merchandise di K-Pop online shop berhak

mendapatkan haknya. Diantaranya seperti pembeli berhak atas kenyamanan,

%3 pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



49

keamanan, dan keselamatan selama menggunakan barang yang dibeli dari K-
Pop online shop tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Pembeli
berhak mengetahui kondisi yang sebernarnya dari merchandise yang dijual,
maka pihak penjual dari K-Pop online shop tersebut harus dan wajib
mencantumkan informasi terkait barang yang dijual dengan jelas dan jujur.
Pembeli berhak untuk menyampaikan kritik dan saran mengenai kualitas

merchandise yang dibeli dari K-Pop online shop tersebut.

Apabila terdapat masalah terkait barang yang telah diperoleh, maka
pihak pembeli berhak atas perlindungan dan melakukan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen. Apabila barang yang diperoleh oleh pembeli
mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan deskripsi produk yang telah
tercantum sebelumnya, maka pihak pembeli atau konsumen berhak atas
kompensasi atau ganti rugi dari pihak penjual, dan pihak penjual atau K-Pop
online shop wajib memberikan ganti rugi baik berupa uang atau barang, sesuai

dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya.

Seperti yang telah tercantum pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang
merasa dirugikan oleh pihak penjual maka dapat menggugat pelaku usaha yang
bersangkutan melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan
peradilan umum.®* Dijelaskan pada ayat (2) bahwa penyelesaian sengketa
konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan

berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa.>®

Terdapat dua jalur bagi pihak yang bersengketa dalam penyelesaian
sengketa yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur
litigasi merupakan bentuk penanganan dan penyelesaian kasus melalui jalur
proses di peradilan, baik itu kasus perdata maupun kasus pidana. Sedangkan
penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum

>4 Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
% pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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diluar proses peradilan.®® Jalur non-litigasi ini dikenal juga dengan penyelesaian

sengketa alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui dalam

peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Non-litigasi dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan

bersama dalam bentuk penyelesaian yang akan dipilih dan juga besarnya ganti

rugi yang akan diberikan atau mengenai tanggung jawab lain berupa tindakan

tertentu agar menjamin mengenai kerugian yang telah dialami oleh konsumen.

Pada penyelesaian sengketa jalur non-litigasi terdapat beberapa bentuk dalam

penyelesaian sengketa, diantaranya yaitu:

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang memiliki sifat personal
antara pihak yang terlibat dengan pihak lain. Yang dimaksud dengan
pihak yang bersangkutan adalah klien dan yang dimaksud dengan
pihak lain adalah konsultan. Klien dapat meminta pendapat dari
konsultan terkait dengan masalah hukum yang sedang dihadapi. Dan
Konsultan akan memberikan pendapatnya kepada klien untuk
memenuhi keperluan dan kebutuhan dari klien tersebut. Keputusan
mengenai penyelesaian sengketa sepenuhnya diserahkan kepada
masing-masing pihak yang terlibat.

Negosiasi

Negosiasi merupakan sebuah upaya dalam mencapai sebuah
kesepakatan dengan pihak lain. Dengan kata lain negosiasi
merupakan proses musyawarah atau perundingan dan tawar menawar
terhadap masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut
untuk mencapai kesepakatan dan titik terang bersama.

Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian masalah lanjutan dari proses

negosiasi, dimana para pihak yang terlibat sengketa mengunakan

56 Amriani Nur, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

h. 123.
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pihak luar atau yang disebut dengan pihak ketiga yang bersifat netral
dan tidak memihak sebagai mediator untuk membantu penyelesaian
masalah dan agar mancapai kata sepakat.
d. Penilaian Para Ahli4

Penilaian dari para ahli merupakan tahap yang bertujuan untuk
meminta pendapat para ahli. Dimana para pihak yang terlibat
sengketa dapat menanyakan atau meminta pendapat yang objektif
dari para ahli mengenai hal yang bersifat teknis yang sesuai dengan

bidang keahliannya.

Ruang lingkup dari penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi
perbuatan hukum atau tindakan yang dapat mendorong orang untuk memilih
penyelesaian hukumnya secara damai, karena para pihak menyadari bahwa
penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi merupakan cara yang paling
efektif, efisien, dan aman dalam penyelesaian sengketanya. Penyelesaian
sengketa dengan cara non-litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang
dilakukan melalui proses perdamaian.

Landasan penyelesaian sengketanya adalah menggunakan hukum,
namun konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak dari para pihak
yang terlibat dengan tujuan agar para pihak merasa puas dengan cara
penyelesaian sengketanya. Penyelesaian sengketa secara damai dilandasi dengan
adanya kesepakatan yang ditentukan oleh para pihak yang dianggap paling baik,
sehingga baik pihak pembeli merchandise K-Pop dan penjual atau K-Pop online

shop dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih mudah dan lebih cepat.
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C. Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Jual Beli Unofficial Merchandise

yang Dijual Oleh K-Pop Online Shop

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah yang paling banyak
dilakukan pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Jual beli merupakan
proses tukar menukar antara barang dengan alat tukar atau uang yang jumlahnya
sesuai dengan barang yang ditukarkan. Seiring perkembangan teknologi yang
sangat pesat hinga saat ini, proses transaksi jual beli tidak hanya dilakukan degan
cara tatap muka langsung antara pihak penjual dan pembeli. Jual beli bisa
dilakukan dengan cara online dengan media elektronik sehingga pihak penjual
dan pembeli tidak perlu bertemu langsung dalam melakukan transaksi. Proses
jual beli online saat ini merupakan proses jual beli yang paling banyak dilakukan
karena prosesnya bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, praktis, dan cepat.

Dalam Islam proses muamalah dari jual beli online sering disebut dengan
jual beli salam. Jual beli salam merupakan jual beli yang disebutkan sifat-sifat
barangnya dalam janji pada sebelum transaksi. Jual beli salam merupakan jual
beli yang tidak dilakukan secara langsung. Seperti pihak pembeli dapat
membayar barang yang dibeli terlebih dahulu, maka barang tersebut akan
dikirimkan oleh pihak penjual sesuai dengan waktu yang telah disepakati diawal
transaksi. Proses jual beli seperti ini dinyatakan sah dan boleh dilakukan.

Ulama Syafi’iyah dan Ulama Hanabilah menyatakan bahwa akad salam
merupakan akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang
ditangguhkan penyerahan barangnya pada waktu tertentu, dengan pembayaran
yang sudah dilakukan secara tunai sebelumnya. Hampir sama dengan pendapat
tersebut, Ulama Malikiyyah menjelaskan bahwa akad salam merupakan akad
jual beli yang mana pembayaran dilakukan secara tunai, dan barang akan
diserahkan dikemudian hari pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang
telah disepakati sebelumnya oleh pihak penjual dan pihak pembeli.®’

Dalam melakukan transaksi jual beli akad salam terdapat rukun maupun

syarat yang harus dipatuhi oleh pemua pihak yang terlibat agar akad yang

7 Faturahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan
Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 105.
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dilakukan sah. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad
salam menurut Imam Malik Syafi’i dan Ahmad Bin Hambal diantaranya
adalah:5®

1. Jenisnya diketahui, barang yang menjadi objek dalam akad harus
jelas jenisnya.

2. Sifatnya diketahui, sifat dari barang yang menjadi objek dalam akad
harus diketahui.

3. Kadarnya diketahui, kadar suatu barang atau objek akad harus
diketahui dengan jelas.

4. Tempo yang diketahui, tempo dalam pembayaran maupun
penyerahan objek akad harus diketahui dan disesuaikan dengan
perjanjian yang sudah ditetapkan.

5. Harga yang diketahui, harga yang ditetapkan harus diketahui dan
jelas jumlahnya sesuai dengan kondisi barang yang akan ditukarkan.

6. Harga yang diserahkan pada saat itu juga, harga atau alat tukar

diserahkan pada saat itu dan langsung melakukan pembayaran.

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli pada akad salam
hanya cukup dengan ijab dan qabul saja, dan Ulama Hanafiyah tidak
menyepakati karena kebolehan akad salam terletak pada keberadaan benda yang
menjadi objek akad tersebut dari waktu ke waktu. Semenara itu ada sebagian
ulama yang mengecualikan emas dan perak sebagai alat pembayaran, dengan

alasan hal tersebut terlalu dekat dengan riba.

Bukan hanya rukun yang harus dipatuhi dalam melakukan transaksi akad
salam, tetapi terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak
yang akan melakukan transaksi atau jual beli dalam akad salam, diantaranya

adalah sebagai berikut:

% Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000,
tentang Jual Beli Saham, yang ditetapkan pada 29 Djulhijjah 1420 H/4 April 2000.
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a. Syarat orang yang melakukan akad (Al-Aqid)

Para Ulama Malikiyah dan Ulama Hanafiyah mensyaratkan orang

yang berakad atau akid harus berakal. Sedangkan Ulama Syafi’iyah

dan Ulama Hanabilah mensyaratkan orang yang berakad harus
baligh, berakal, dan telah mampu memelihara agama dan juga
hartanya. Maka Ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil
untuk membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.>

b. Syarat dalam melakukan pembayaran dan harga

1) Alat pembayaran yang digunakan harus diketahui dengan jelas
jumlah dan jenisnya oleh para pihak yang terlibat transaksi.
Dimaksud agar dapat meghilangkan ketidakjelasan dalam
transaksi yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan
atau kerugian pada salah satu pihak ketika transaksi telah
dilakukan.

2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akan sedang
berlangsung dan disepakati. Hal ini bertujuan untuk menjaga
tujuan utama dari akan jual beli salam.°

c. Syarat barang yang dijadikan objek akad

1) Barangnya tidak berstatus sebagai utang atau tanggungan bagi
penjual. Jika barang tersebut masih menjadi tanggungan bagi
pihak penjual, maka barang tersebut tidak boleh diserahkan
kepada pihak yang lain dan tidak boleh diperjualbelikan.
Rasulullah SAW bersabda yang artinya: ‘“Barang siapa
mengadakan salam terhadap sesuatu, maka janganlah ia

memberikannya kepada orang lain.”®

% Rahmat Syafi’i, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 54.

0 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asa Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UlI
Press, 2000), h. 31.

61 Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin lbrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari
Ju’fi, Shalih Bukhari, h. 58.
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2) Barang yang dipesan oleh pihak pembeli harus tersedia sejak
akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan barang sesuai
dengan yang telah ditentukan. Hal ini bermaksud agar dapat
menjamin suatu kepastian bahwa dapat diserahkannya barang
tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian akad.

3) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Menurut
pendapat Ulama Hanafiyah, Ulama Malikiyah, dan Ulama
Hanabilah barang yang dijadikan objek jual beli dapat diberikan
sesuai dengan waktu yan telah dijanjikan sesuai kesepakatan para
pihak. Sedangkan Ulama Syafi’iyah menyatakan bahwa dalam
transaksi jual beli akad salam, barang boleh diserahkan pada
waktu akad sedang berlangsung, sebagaimana diperbolehkannya
penyerahan barang pada waktu yang telah disepakati bersama,
sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan
dan kerugian terhadap salah satu pihak.®

d. Syarat waktu penyerahan barang yang menjadi objek akad

Dalam tenggang waktu penyerahan barang yang menjadi objek akad

dalam jual beli salam dapat ditentukan waktunya sesuai dengan yang

telah disepakati kedua belah pihak pada saat melakukan akad
sebelum transaksi.®
e. Syarat dalam melakukan ljab dan Qabul (Sighat)

Pernyataan ijab dan gabul dilakukan kedua belah pihak yang terlibat

pada saat melakukan transaksi dan menunjukkan kerelaannya atas

melakukan transaksi. Kerelaan dari kedua belah pihak merupakan
unsur penting dari transaksi jual beli akad salam, sama halnya dengan

transaksi jual beli lainnya.

82 Ghufron Mas’adi, Figh Muamalah Konstekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 148.
83 Adiwarman Aswar Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001), h. 93.
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Dalam bermuamalah atau bertransaksi jual beli dalam Islam juga
terdapat beberapa prinsip yang harus dipatuhi. Hal ini bertujuan agar pada setiap
dilaksanakannya proses transaksi jual beli tidak akan merugikan kedua belah
pihak yang melakukan akad. Beberapa prinsip dalam bermuamalah yang harus

dipatuhi diantaranya yaitu:

a. Sukarela
Dalam bermuamalah, setiap akad atau transaksi yang dilakukan
dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka
atau kerelaan. Hal ini dimaksud agar pada setiap transaksi tidak
terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau
pihak yang lainnya.

b. Keadilan
Keadilan adalah tujuan yang akan diwujudkan oleh semua hukum.
Keadilan merupakan hal utama dari setiap perjanjian yang dibuat
oleh para pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan asas keadilan dalam
akad transaksi dimana para pihak yang melakukan akad dituntut
untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingn sesuai
dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajibannya.

c. Memudahkan atau tolong menolong
Setiap transaksi yang dilakukan harus terdapat unsur tolong menolng
didalamnya. Jika akad dilakukan dengan sebaik-baiknya maka
terdapat bentuk sikap tolong menolong antar sesama. Seorang
penjual membutuhkan uang dari pembeli, maka demikian juga
seorang pembeli membutuhkan barang yang dijual oleh penjual,
sehingga secara tidak langsung masing-masing pihak telah menolong
satu sama lain melalui akad jual beli tersebut.

d. Menepati janji
Dalam hukum Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung
tinggi kejujuran dan kebenaran, jika dalam melakukan suatu
transaksi atau bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak

diutamakan, maka akan berpengaruh terhadap kebenaran dalam suatu
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perjanjian tersebut. Jika melakukan suatu perjanjian yang
didalamnya terdapat unsur kebohongan, maka perjanjian tersebut
menjadi batal atau tidak sah.

e. Tidak adanya unsur Gharar
Pada setiap bentuk muamalah tidak boleh terdapat unsur gharar.
Gharar merupakan istilah dalam hukum Islam yang artinya
keraguan, tipuan, atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk
merugikan orang lain. Gharar merupakan akad yang mengandung
unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada
tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah barang, maupun
kemampuan dalam menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad
tersebut sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari salah
satu pihak dalam melakukan transaksi tersebut.

f. Tidak adanya unsur Dharar
Dharar merupakan suatu yang bermanfaat bagi diri sendiri namun
dapat membahayakan orang lain. Tetapi pada akhirnya, dharar juga
akan merugikan diri sendiri. Konsep dharar pada umumnya sering
terjadi pada saat adanya paksaan atau penganiayaan dalam hal
transaksi yang membuat salah satu pihak dirugikan.

g. Tidak adanya unsur riba
Dalam setiap transaksi atau bermuamalah tidak boleh terdapat unsur
riba. Riba adalah sebuah ketentuan dari nilai tambahan dengan
melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukannya pelunasan.
Pelaksanaan riba diharamkan karena terkait pada suatu tambahan

yang berlipat ganda.

Dalam praktiknya transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dari
penggemar K-Pop yang melakukan transaksi pada K-Pop online shop telah
melanggar beberapa prinsip bermuamalah dalam Islam yaitu prinsip keadilan,
prinsip menepati janji, dan juga prinsip tidak adanya unsur Gharar. K-Pop

online shop tersebut telah melanggar prinsip menepati janji karena barang yang
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sampai kepada pembeli merupakan bukan seperti barang yang telah dijanjikan
sebelumnya sebagaimana yang telah tertera pada janji yang disebutkan ketika
akad berlangsung. Pada transaksi ini juga terbukti jelas adanya unsur gharar
karena mengandung unsur penipuan atas keaslian barang yang yang menjadi
objek dalam akad jual beli tersebut. Maka hal ini dapat merugikan pihak
konsumen atau pembeli karena perbedaan barang yang diperoleh dengan barang
yang sudah dijanjikan sebelumnya. Dan juga melanggar prinsip keadilan karena

terdapat salah satu pihak yang dirugikan.

Jika terjadi kecacatan atau ketidaksesuaian pada barang atau objek yang
telah diperoleh oleh konsumen, maka konsumen atau pembeli yang dirugikan
berhak melakukan komplain terhadap produsen atau penjual yang bersangkutan.
Maka sudah menjadi tanggung jawab bagi penjual atas kerugian yang telah
terjadi pada konsumen dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua
belah pihak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan penulis terkait
dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian unofficial
merchandise yang dijual oleh K-Pop online shop menurut prespetif Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum
Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi jual beli dengan K-Pop online shop ini terdapat
beberapa hak konsumen vyang tidak terlindungi. Adanya
ketidaksesuaian antara Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan mekanisme transaksi
jual beli unofficial merchandise dengan K-Pop online shop tersebut.
Dimana para pembeli atau konsumen tidak mendapatkan hak atas
kenyamanan dalam bertransaksi dan hak atas mendapatkan informasi
yang jelas terkait barang yang bersangkutan. Sehingga pembeli
merasa dirugikan setelah mendapatkan barang yang tidak sesuali
dengan apa yang telah dijanjikan oleh pihak penjual. Dan juga hak
konsumen agar didengar keluhannya belum terpenuhi, karena pihak
penjual atau K-Pop online shop tersebut tidak memberikan
kesempatan kepada para konsumen untuk menyampaikan kritik dan
sarannya. Jika terjadi sengketa antara pihak konsumen dan pihak
penjual, maka konsumen lebih memilih menyelesaikan sengketa
dengan jalur non-litigasi karena lebih praktis, mudah, murah, dan
cepat.

2. Praktik jual beli merchandise di K-Pop online shop ini tidak sesuai
dengan hukum Islam. Dikarenakan terdapat beberapa prinsip dalam
bermuamalah menurut hukum Islam yang tidak terpenuhi dalam

transaksi tersebut. Tidak terpenuhinya prinsip keadilan antara kedua
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belah pihak. Pihak penjual mengirim barang yang tidak sesuai
dengan kesepakatan awal sehingga melanggar prinsip dalam
menepati janji. Dan juga prinsip tidak adanya unsur gharar tidak
terpenuhi karena mengandung unsur penipuan atas keaslian barang
yang menjadi objek akad dalam transaksi jual beli tersebut. Maka
pihak pembeli atau konsumen merasa sangat dirugikan.

B. Saran

1. Pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada
konsumen mengenai deskripsi barang yang menjadi objek dalam transaksi
jual beli tersebut agar tidak terjadinya kerugian oleh salah satu pihak. Pihak
pelaku usaha diharapkan dapat memberikan tanggung jawab penuh dan
melindungi hak-hak konsumen atas kerugian yang dialaminya dan juga
mengetahui serta melakukakan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha.
Dan pelaku usaha harus mengutamakan kejujuran dalam segala bentuk
transaksi yang dilakukannya.

2. Bagi konsumen, karena transaksi yang dilakukan merupakan transaksi online
maka pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Dan
disarankan untuk mengetahui dan juga memahami terkait dengan aturan
mengenai hak-hakya yang harus ditegakkan agar dapat meminimalisir
terjadinya kerugian.

3. Pemerintah diharapkan berperan penting sebagai penyeimbang kedudukan
antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi online, memberikan
aturan yang luas dan tegas mengenai ketentuan dalam transaksi online.
Diharapkan juga agar segara membuat regulasi khusus mengenai transaksi
online, agar transaksi online di Indonesia mempunyai payung hukum
tersendiri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan
perlakukan tidak jujur oleh pelaku usaha online yang menyebabkan kerugian

terhadap konsumen.
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